
SEJARAH SINGKAT KABUPATEN BIMA 

 

Kabupaten Bima awal mulanya sebagai sebuah wilayah 

yang berbentuk Kesultanan dengan Nama Kesultanan 

Bima. Kesultanan Bima berdiri pada tanggal 5 Juli 1640 M, 

ketika Sultan Abdul Kahir dinobatkan sebagai Sultan Bima 

I yang menjalankan Pemerintahan berdasarkan Syariat 

Islam. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi 

Bima yang diperingati setiap tahun. Bukti-bukti sejarah 

kepurbakalaan yang ditemukan di Kabupaten Bima seperti  

Wadu  Pa’a,  Wadu  Nocu,  Wadu  Tunti  ( batu  

bertulis) di dusun Padende Kecamatan Donggo 

menunjukkan bahwa daerah ini sudah lama dihuni 

manusia.  

Dalam sejarah kebudayaan penduduk Indonesia terbagi atas bangsa Melayu Purba dan bangsa Melayu baru. 

Demikian pula halnya dengan penduduk yang mendiami Daerah Kabupaten Bima, mereka yang menyebut dirinya Dou 

Mbojo, Dou Donggo yang mendiami kawasan pesisir pantai. Disamping penduduk asli, juga terdapat penduduk 

pendatang yang berasal dari Sulawesi Selatan, Jawa, Madura, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Maluku. 

Kerajaan Bima dahulu terpecah –pecah dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-masing dipimpin oleh 

Ncuhi. Ada lima Ncuhi yang menguasai lima wilayah yaitu : 1. Ncuhi Dara, memegang kekuasaan wilayah Bima Tengah 

Museum Istana Kesultanan Bima 
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2. Ncuhi Parewa, memegang kekuasaan wilayah Bima Selatan 3. Ncuhi Padolo, memegang kekuasaan wilayah Bima 

Barat 4. Ncuhi Banggapupa, memegang kekuasaan wilayah Bima Utara 5. Ncuhi Dorowani, memegang kekuasaan 

wilayah Bima Timur. Kelima Ncuhi ini hidup berdampingan secara damai, saling hormat menghormati dan selalu 

mengadakan musyawarah mufakat bila ada sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama. Dari kelima Ncuhi 

tersebut, yang bertindak selaku pemimpin dari Ncuhi lainnya adalah Ncuhi Dara. Pada masa-masa berikutnya, para 

Ncuhi ini dipersatukan oleh seorang utusan yang berasal dari Jawa. Menurut legenda yang dipercaya secara turun 

temurun oleh masyarakat Bima. Cikal bakal Kerajaan Bima adalah Maharaja Pandu Dewata yang mempunyai 5 orang 

putra yaitu : 1. Darmawangsa 2. Sang Bima 3. Sang Arjuna 4. Sang Kula 5. Sang Dewa. Salah seorang dari lima 

bersaudara ini yakni Sang Bima berlayar ke arah timur dan mendarat disebuah pulau kecil disebelah utara Kecamatan 

Sanggar yang bernama Satonda. Sang Bima inilah yang mempersatukan kelima Ncuhi dalam satu kerajaan yakni 

Kerajaan Bima, dan Sang Bima sebagai raja pertama bergelar Sangaji. Sejak saat itulah Bima menjadi sebuah kerajaan 

yang berdasarkan Hadat, dan saat itu pulalah Hadat Kerajaan Bima ditetapkan berlaku bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. 

Hadat ini berlaku terus menerus dan mengalami perubahan pada masa pemerintahan raja Ma Wa’a Bilmana. Setelah 

menanamkan sendi-sendi dasar pemerintahan berdasarkan Hadat, Sang Bima meninggalkan Kerajaan Bima menuju 

timur, tahta kerajaan selanjutnya diserahkan kepada Ncuhi Dara hingga putra Sang Bima yang bernama Indra Zamrud 

sebagai pewaris tahta datang kembali ke Bima pada abad XIV/ XV. 

Kerajaan Bima pernah dimekarkan wilayahnya menjadi Bima dan Dompu. Namun 12 September 1947, Kerajaan 

Dompu dipulihkan. Bima melepaskan Dompu, yang meliputi 10 kejenelian. Berdasarkan UU NIT No. 44/1950, Kerajaan 

Bima berubah status menjadi Daerah Swapraja Bima berikut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Swaparaja Bima pada 2 

Oktober 1950. Sejak itulah berakhirnya perjalanan sejarah Kerajaan Bima selama sekitar 350 tahun. 
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Seiring dengan perjalanan waktu, Kabupaten Bima juga mengalami perkembangan kearah yang lebih maju. 

Dengan adanya kewenangan otonomi yang luas dan bertanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam 

bingkai otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang (UU) No. 22 tahun 1999 dan direvisi menjadi 

UU No. 33 tahun 2004, Kabuapten Bima telah memanfaatakan kewenangan itu dengan terus menggali potensi-potensi 

daerah baik potensi sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk 

mempercepat pertumbuhan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Untuk memenuhi tuntutan dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat, Kabupaten Bima telah mengalami 

beberapa kali pemekaran wilayah mulai tingkat dusun, desa, kecamatan, dan bahkan dimekarkan menjadi Kota Bima 

pada tahun 2001. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk memenuhi semakin meningkatkan tuntutan untuk mendekatkan 

pelayanan pada masyarakat yang terus berkembang dari tahun ke tahun tetapi juga karena adanya daya dukung 

wilayah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Pemerintah Kabupaten Bima Pemerintah Kota Bima 
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Sejarah telah mencatat bahwa Kabupaten Bima sebelum otonomi daerah hanya terdiri dari 10 kecamatan, 

kemudian setelah otonomi daerah kecamatan sebagai pusat ibukota Kabupaten Bima dimekarkan menjadi                  

Kota Bima, dan Kabupaten Bima memekarkan beberapa wilayah kecamatannya menjadi 14 kecamatan dan pada tahun 

2006 dimekarkan lagi menjadi 18 kecamatan dengan pusat ibukota Kabupaten Bima yang baru dipusatkan di 

Kecamatan Woha.    

 

Kepala pemerintahan Swapraja Bima adalah 

Muhammad Salahuddin. Setelah dia mangkat dalam 

usia 64 tahun pada 11 Juli 1951, kepala 

pemerintahan pun kosong. Dalam periode 1951-

1955, Putra Abdul Kahir menjadi kepala 

pemerintahan. Berturut-turut Haji Muhammad (1955-

1958); Putra Abdul Kahir (1958-1959); Junaidin Amir 

Hamzah (1959-1965); Abidin Ishak (1965-1968); 

Soeharmaji (1968-1974); M. Toehir (1974-1979);  

 

Haji Oemar Harun (1979-1989); H. Abdul Halim Djafar (1989-1994); H. Adi Haryanto (1995-1999); H. Zainul Arifin (2000-

2005); H. Ferry Zulkarnain (2005-2013); H. Syafrudin H.M. Nur (2014 – 8 Agustus 2015); 9 Agustus 2015 dilanjutkan 

oleh penjabat Bupati Drs. H. Bachrudin, M.Pd sampai dengan 10 Maret 2016; dan Hj. Indah Damayanti Putri (10 Maret 

2016 sampai dengan sekarang).  

 

Maket Kantor Bupati Bima di Woha 


